
a. bahwa uncuk kesesuaian dalam pelaksanaan 
tugas, dan mendorong motivasi kerja terhadap 
Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak 
Tetap, maka perlu adanya kesamaan hak dan 
kewajiban, serta meninjau kembali Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 29 Tahuo 2018 tentang 
Guru Tidak Tetap clan Tenaga Kependidikan Tidak 
Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah 
Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama 
Negeri Kabupaten Jepara; 

b. bahwa berdasarkao pertimbangao sebagaimaoa 
dimaksud huruf a, perlu menetapkao Peraruran 
Bupati tentaog Perubahao Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 29 Tahun 2018 tentaog Guru Tidak 
Tetap dan Tenaga Kependidikao Tidak Tetap Pada 
Taman Kanak-Kanak Neged, Sekolah Dasar Negeri 
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten 
Jepara; 

1. Undaog-Uodang Nomor 13 Tahua 1950 tentang 
Pembentukao Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

.Llngkungan Propinsl Jawa Tengab; 
2. Undaog-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangaa Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahuo 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembarao Negara Republik Lndonesia 
Nomor 4301); 

BUPATI JEPARA, 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATIJEPARA 
PROVTNSJ JAWATENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 34 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BOPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 
2018 TENTANG GURU TIDAK TETAPDAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

TIDAK TETAP PADA TAMAN ICANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR 
N.EGERJ DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 

KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Ondang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa 
kaJi terakhi:r dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2005 tent.ang 
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4586); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republfk Indonesia Tahun 2005 Nomor 
41. Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4960) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor13 Tahun 2015 rentang 
Perubahan Kedua atas Peraruran Pemerintah 
Nomorl9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 71. Tambahan Lemba.ran 
Negara Republik Lndonesia Nomor 5410); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 47 Tahun 2008 
tentaog Wajib Belajar (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
4863); 

9. Peraturan Pernerlntab Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan ,Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 91, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4864); 

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4863}, 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 17 
Tahun 2010 ten rang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 
Tentang Guru (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4941), sebagaimana diubab dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 74 
Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6058); 

l 2. Peraturan Menteri Pendid:ikan dan Kebudayaan 
Nomor 1 Tahun 2018 tenr.ang Perunjuk Teknis 
Bantuan Operasional Sekolah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang ·· Daerah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2005 Nomor 15); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerint.ahan Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerab Kabupaten 
Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor S); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor l 
Tahun 2018 centang Perubahan atas Peraturan 
Daerab Kabupaten Jepara Nomor l Tahun 2011 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Daerab Kabupaten Jepara 
Tahun 2011 Nomor I, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor l); 

J6. Peraturan Bupati .Jepara.Nomor 29 Tahun 2018 
tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga 
Kependidikan Tidak Tetap Pada Teman Kanak 
Kanak Negeri. Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah 
Menengah Pertama Negeri Pemerintab Kabupaten 
Jepara (Serita Daeran Kabupaten Jepara Tahun 
2018 Nomor 29); 



(l l Formulasi besaran honorarium bagi OTT sebagai berikut : 
a. GTT dengan beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) 

jam sarnpai dengan 40 (empat puluh) jam mengajar per mi.nggu, 
cliberikan honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati. 

b. Jumlab jam mengajar sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan 
kepada GIT dengan masa kerja yang lebih lama. 

c. dihapus. 
d, GTT sebagaimana climaksud dalam huruf a clan buruf b, dengan 

masa_ keria )Ahih tiAr1 At'Atl ~Amn rfllilnn-an 1') (rf1,,,_ ha1,..,...\ +. ... S..~ ..... 

Pasal 13 

2. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diubah clan huruf c 
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) GIT dan Tendik Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas dan 
fungsinya, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD atau 
dari Dana BOS. 

(2) Honorarium sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dibayarkan 
setiap bulan. 

(3) Selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat diberikan tarnbahan penghasilan lain yang sah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti honor 
Tim Kepanitiaan atau hadiah lomba. 

Pasal 12 

1. Ketentuan dalam Pasal l2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa ketenruan yang diatur da1am Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 
Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap clan Tenaga Kependidikan Tidak 
Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 
2018 TENTANG GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAJ( 
KANAK NEGERl, SEKOLAH DASAR NEGERJ DAN 
SEK OLAH MENENOAH PERTAMA NEGERI 
PEMERJNTAHKABUPATENJEPARA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



(1) Honorarium bagi G'IT untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 
25.850,- (Dua puluh .lima ribu delapan ratus lima pu1uh rupiah) 
per jam pelajaran. 

(2) Honorarium bagi Tendik 1'idak Tetap untuk tahun 2018 ditetapkan 
sebagai berikut: 

a Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu 
(S 1) a tau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar 
Rp. 666.930,- (Enam ratus enam puluh enam ribu sembilan 
ratus tiga puluh rupiah) per bulan. 

b. Tendik Tidak Tecap dengan kualifikasi pendidikan Diploma (Dl) 
sampal dengan Diploma 3 (03), diberikan honorarium sebesar 
Rp. 651 .420,- (Enam ratus Hrna puluh satu ribu ernpat ratus 
dua puluh rupiah) per bu1an. 

Pasal 14 

3. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (31 dihapus, sehingga berbuoyi sebagai 
berikut: 

(2) Formulas! besaran honorarium bagi Tendik Tidak Tetap sebagai 
berikut : 

a. Tend.ik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu 
(Sl) atau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar yang 
dltetapkan. ditambah 7.5"/o (rujub koma llma persen] dad 
besaran honorarium tersebut. 

b. Tendik Tidak Tetap dengan kuallfikasi pendidikan Diploma ( D 1) 
sampai dengan Diploma 3 (03), dlberikan honorarium sebesar 
yang ditetapkan, ditambah 5o/o (lima perseo) dari besaran 
honorarium tersebut, 

c. Tendik Tidak Te-tap dengan kualifikasi pendidikan SMA atau 
sederajat, diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, 
ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran honorarium 
terse but. 

d. Tendik Tidak Tetap dengan kualifi.kasi pendidikan SD/SMP atau 
sederajat, diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan. 

diberikan tarnbahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh 
persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan, 

e. O'IT sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan 
masa kerja lebih dad atau sama dengan 8 (delapan) sarnpai 
dengan I 1 [sebelas] tahun, diberikan tambahan penghasilan 
sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran honorarium yang 
ditetapkan, 

f. G'IT sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan 
masa kerja lebih dari atau sama dengan 4 [empat] sarnpai 
dengan 7 (tujuh) tahun, diberikan tambahan penghasilan 
sebesar 5% [lima persen) dari besaran honorarium yang 
ditetapkan. 



(1) Pernberian honorarium GTI dan Tendlk Tidak Tetap, terhitung mulai 
tanggal l Januari 2018 berdasarkan Surat Tugas dari J<epala Sekolah, 
dengan besaran sebagairnana dimaksud pada Pasal 14 ayat ( 1) dan 
ayat (2) Peraturan Bupati ini. 

(2) Pemberian honorarium bagi GTI dan Tendik Tidak Tetap yang 
bersumber dari dana BOS yang lebih besar dari besaran honorarium 
yang ditetapkan, tetap diperbolehkan. 

(3) OTI yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 7 diberikan kesempaian uniuk terap mengajar sampai 
dengan tersedianya guru yang tinier, atau dapat ditugaskan sebagai 
Tendlk Tidak Tetap di satuan pendidikan tersebut atau di satuan 
pendidikan lain sesuai kebutuhan. 

(4) Dalam ha! saat penetapan G'IT dan Tendik Tidak Tetap belum 
dilakukan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan analisa 
keburuhan, maka penghitungan honorarium untuk GTI mendasarkan 
pada jumlah Jam mengajar per roinggu atau be ban kerja per mmggu, 
dan masa ke.rja yang bersangkutan, sedangkan untuk Tendik Tidak 
Tetap mendasarkan pada kualifikasi pendidikan. 

Pasal 18 

5. Ketenruan dalam Pasal 18 ayat (1 ( ayai (2) dan ayat (5) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

( l) Kepala Sekolah menyarnpaikan laporan GTT dan Tendik Tidak 
Tetap penerima honorarium kepada Kepala Dinas setiap I (satu) 
bulan sekali. 

(2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan rekapirulasi laporan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

4. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (l) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
beri.kut : 

(3) dibapus. 

c. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendictikan SMA atau 
sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp. 635.910,- (Enam 
ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) per 
bu Ian. 

d. Tendik Tidak Tetap dengan kuallfikasi pendidikan SD/SMP atau 
sederajat. diberikan honorarium sebesar Rp. 620.400,- {Enam 
ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) per bu Ian. 



• 

SERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 34 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA. 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 20 Juli. 2018 

Ditetapkan di Jepara 
padatanggal 20 Juli 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jepa.ra. 

Perauiran Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal ll 

(5) Jika fonnasi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pencUdikan 
tempat berrugas GT1' dan Tendik Tidak Tetap telah terpenuhi sesuai 
kebutuhan, rnaka sejak terpenuhinya fonnasi tersebut kontrak kerja 
individu yang bersangkutan terputus, atau dapat mengajukan mutasi 
ke satuan pendidikan lain sesual kebutuhan dan dipilib berdasarkan 
urutan masa kerja yang baru. 


